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Abstract 

 Sexual violence is an act either in the form of speech or deed that is done by someone with the 

aim of controlling and getting other people involved in sexual activity where the activity is not desired 

by that person. This study aims to analyze the legal protection given to children who are victims of 

sexual violence in Islamic boarding schools. the type of research used is normative by using the 

statutory approach, the conceptual approach. The results of this study obtained that legal protection 

for children who are victims of sexual violence in Islamic boarding schools has been specifically 

regulated by Law no. 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning 

Child Protection implemented through reproductive health education, religious and moral values, 

social rehabilitation, psychosocial support during treatment to recovery, providing protection and 

assistance at every level of investigation, prosecution and examination in court  
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Abstrak 

 Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik itu yang berupa ucapan ataupun 

perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menguasai serta membuat orang 

lain terlibat dalam aktifitas seksual yang mana aktifitas tersebut tidak dikehendaki oleh 

orang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Perlindungan hukum 

yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dilingkungan 

Pondok Pesantren. jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan 

metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini yang 

diperoleh bahwa Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan 

seksual dilingkungan Pondok Pesantren telah diatur secara spesifik oleh Undang-Undang 

No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dilaksanakan melalui upaya pendidikan kesehatan reproduksi, nilai-

nilai agama dan moral, rehabilitasi sosial, dukungan psikososial selama perawatan hingga 

pemulihan, memberikan perlindungan serta pendampingan di setiap tingkat penyidikan, 

penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan 



 

 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kekeralsaln Seksuall teradap anak,  Lingkungaln Pondok 

Pesantren 

Pendahuluan 

 

 Tempat pendidikan merupakan tempat berkembangnya peserta didik tentunya 

harus mempunyai faisilitas yang baik serta lingkungan yang aman dan nyaman bagi 

mereka (Imron et al., 2017). Akan tetapi pada kenyataannya saat ini banyak beredar dimedia 

mengenai kasus kekerasan seksual dilingkungan Pondok Pesantren yang membuat 

masyarakat resah dan waspada. Pondok Pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman 

dan menyenangkan untuk belajar bagi generasi penerus Bangsa, akan tetapi maraknya 

berita yang beredar mengenai kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantrem 

tentunya dapat mencoreng citra pendidikan berbasis keagamaan. 

 Umumnya masyarakat menganggap kekerasan seksual hanya bisa terjadi di tempat 

yang sepi, gelap dan ruangan yang tertutup serta karena faktor berpakaian yang minim tapi 

pada kenyataanya sekarang kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja 

termasuk dalam lingkungan Publik seperti jalan umum, Transportasi umum hingga 

sekolah, Perguruan Tinggi maupun pondok pesantren. Semua adalah ruang publik dan 

terjadi pada siang hari. Jenis pakaian yang digunakan oleh korban secara statistik bukan 

menjadi faktor utama karena umumnya pelajar di lingkungan pondok pesantren yang 

menjadi korban kekerasan seksual pada saat kejadian menggunakan pakaian yang sopan 

dan tertutup oleh karena itu siapapun bisa menjadi sasaran kekerasan seksual.   

 Pondok pesantren sebagai institusi pendidikan yang dipercaya para orang tua 

sebagai tempat aman bagi anaknya dalam mengenyam ilmu, melainkan menjadi tempat 

kedua tertinggi bagi ladang kasus kekerasan seksual (Maharani et al., 2022). Tentunya, hal 

tersebut mengandung arti bahwa diperlukan adanya langkah perombakan mengenai 

sistem penyelenggaran pendidikan pesantren yang menekankan pencegahan terjadinya 

kekerasan baik kekerasan fisik maupun seksual bagi santri/santriwati. 

 Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan Pondok Pesantren 

menjadi salah satu sikap yang sangat bertentangan dengan serta melanggar Hak Asasi 

Manusia. Menurut berita dari media yang beredar banyak dijumpai kasus kekerasan 

sesksual yang terajadi dilingkungan Pondok Pesantren. contoh kasus kekerasan seksual 

yang terjadi dilingkungan Pondok Pesantren yaitu Kasus kekerasan seksual yang dilakukan 

oleh Herry Wiryawan pemilik  sekaligus guru Madani Boarding School di Cibiru dan 

Pondok Pesantren Tahfidz Madani di Sukanagara, Antapani Kidul yang memperkosa 13 

santriwati mulai dari tahum 2016 hingga tahun 2021. Herry wiryawan divonis hukuman 

mati. Putusan tersebut diambil oleh hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dalam sidang 

banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selain vonis tersebut, Herry harus 

membayar ganti rugi total Rp300 juta kepada 13 korbannya. (Candra Setia Budi, 2022) 



 

 

  Masyarakata saat ini prihatin dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak 

di lingkungan Pondok pesantren yang searusnya menjadi wadah bagi anak dalam 

menempuh pendidikan berbasis agama (Pitasari & Maulana, 2020). Anak-anak yang 

menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perawatan psikososial yang sesuai 

dan layanan dukungan dari pihak terkait, jika mereka tidak korban tidak mendapatkan 

perawatan yang layak seperti yang diharapkan, mereka akan menjadi pemburu atau 

pemangsa kekerasan seksual pada anak-anak lain. Tuhan Yang Maha Esa telah 

mengaruniakan amanah dan karunia anak-anak yang memiliki martabat dan nilai 

kemanusiaan yang utuh. Anak juga berpotensi untuk meneruskan cita-cita perjuangan 

bangsa, berperan strategis, dan memiliki sifat-sifat unik yang dapat menjamin eksistensi 

bangsa di masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak muda dapat menjalankan 

kewajiban ini, diperlukan tindakan defensif (Noviana, 2015). 

 

Metode 

 Meitodei peineiliitiian yang diigunakan dalam jurnal iinii adalah meitodei peineiliitiian 

hukum normatiif. Meitodei peindeikatan dalam peineiliitiian iinii meinggunakan meitodei 

peirundang-undangan dan konseiptual. Peineiliitiian iinii meinggunakan bahan hukum priimeir 

yang teirdiirii darii peiraturan peirundang-undangan dan bahan hukum seikundeir yang teirdiirii 

darii yaknii buku-buku hukum, artiikeil, dan jurnal-jurnal hukum yang beirhubungan deingan 

keikeirasan seiksual teiradap anak. Teikniik peingumpulan dan peingeilolaan bahan hukum 

dalam peineiliitiian normatiif iinii beirdasarkan bahan hukum priimeir dan bahan hukum 

seikundeir. Bahan hukum priimeir deingan meineilusurii peirundang-undangan teirkaiit deingan 

peirmasalahan yang diiteiliitii. Seidangkan bahan hukum seikundeir deingan studii keipustakaan 

dalam beintuk buku hukum dan jurnal hukum. Teikniik analiisiis bahan hukum dalam 

peineiliitiian normatiif iinii deingan meitodei analiisiis yang beirsiifat preiskriiptiif analiisiis seicara 

normatiif.  

 

Hasil Dan Pembahasan 

1. Peirliindungan Hukum Teirhadap Anak Yang Meinjadii Korban keikeirasan seiksual dii 

Liingkungan Pondok Peisantrein 

 Peirliindungan hukum bagii seitiiap warga Neigara Iindoneisiia meirupakan iimpleimeintasii 

atas tujuan – tujuan hukum yaiitu teirciiptanya keiadiilan, rasa aman seirta keipastiian hukum 

yang diibeiriikan keipada subjeik hukum. Seimua subjeik hukum beirhak meindapatkan 

keipastiian Hukum. Keipastiian hukum meirupakan peiraturan yang diibuat dan teirtuliis seicara 

jeilas dan riincii dalam peirundang – undangan agar teirciiptanya hukum yang jeilas dan 

konsiistein.  Seiseiorang yang meindeiriita keirugiian mateiriiiil maupun iimmateiriiiil akiibat suatu 

tiindak piidana seiriing kalii tiidak dapat meilaksanakan hak-hak yang seiharusnya diipeiroleih 

kareina beirbagaii seibab, teirmasuk pada korban keikeirasan seiksual. 



 

 

 Peirliindungan hukum lahiir darii suatu keiteintuan hukum dan peiraturan hukum yang 

diibeiriikan keipada subjeik hukum untuk meingatur peiriilaku antar masyarakat (Mariiana eit al., 

2020). Hak untuk meindapatkan peirliindungan hukum bagii korban tiindak piidana keikeirasan 

seiksual khususnya yang teirjadii dii liingkungan Peirguruan Tiinggii yang meiniimbulkan 

keirugiian baiik fiisiik maupun non fiisiik yang diialamii oleih korban. Seitiiap warga neigara beirhak 

meindapatkan peirliindungan darii seigala beintuk aspeik keikeirasan teirmasuk keikeirasan 

seiksual seisuaii deingan Pancasiila dan Undang-Undang Dasar Neigara Reipubliik Iindoneisiia 

Tahun 1945. 

 Duniia peindiidiikan beirbasiis agama meinjadii sorotan publiik Kareina maraknya 

peimbeiriitaan  teirkaiit kasus keikeirasan seiksual diiliingkungan Pondok Peisantrein (Dhofiieir, 

2011). Hal iinii teintunya akan meirusak ciitra Pondok Peisantrein. Pasalnya, pondok peisantrein 

adalah teimpat orang-orang meiniimba iilmu agama. Teirleibiih lagii, pondok peisantrein adalah 

wadah bagii anak – anak geineirasii peineirus bangsa yang iingiin meimpeirdalam iilmu 

Peindiidiikan beirbasiis agama. Akan teitapii beibeirapa waktu teirakhiir, kasus keikeirasan seiksual 

yang teirjadii dii peisantrein Iindoneisiia seimakiin banyak teirungkap. Para korban pun seimakiin 

banyak yang beiranii speiak up peiriihal kasus keikeirasan seiksual yang diialamiinya kei publiik. 

 Kasus keikeirasan seiksual yang teirjadii diiliingkungan Pondok Peisantrein meinjadii salah 

satu peiriilaku yang sangat beirteintangan deingan Agama dan Hak Asasii Manusiia. Meinurut 

beiriita darii meidiia yang beireidar banyak diijumpaii kasus keikeirasan seisksual yang teirajadii 

diiliingkungan Pondok Peisnatrein. Umumnya keikeirasan seiksual dapat teirjadii kareina 

keitiimpangan reilasii kuasa teirkaiit deingan piihak yang meimiiliikii keiweinangan diipandang 

meimiiliikii peiluang untuk meinyalahgunakan keikuasaannya untuk meilakukan keikeirasan 

seiksual teirhadap orang yang diipandang leimah atau diibawah peingawasannya. Dalam 

konteiks pondok peisantrein, Kyaii dan Guru dii dalam Leimbaga pondok peisantrein 

meimpunyaii keikuasaan teirhadap santriinya. 

 Peilaku keikeirasan seiksual meirupakan orang yang teirdiidiik dan paham agama yang 

seiharusnya meimbeiriikan contoh yang baiik keipada muriid - muriidnya. Saat iinii banyak kasus 

keikeirasan seiksual yang peilakunya meirupakan oknum peimiiliik peisantrein pada akhiirnya 

teirungkap. Para korban keikeirasan seiksual diiliingkungan Pondok Peistrein masiih teirgolong 

kateigorii anak – anak, Hal iinii meingakiibatkan banyaknya dampak yang akan beirpeingaruh 

pada kondiisii psiikologiis, fiisiik dan sosiial seiorang anak keitiika halnya iia meinjadii korban 

keikeirasan seiksual. Anak korban keikeirasan seiksual akan meingalamii trauma yang luar 

biiasa, anak akan ceindeirung leibiih peindiiam, takut dan ceimas saat beirsama orang deiwasa, 

mudah marah dan keiceiwa apabiila peilaku dapat diiteiriima keimbalii dii masyarakat meiskiipun 

peilaku teilah meinjalanii sanksii hukuman seibagaii konseikueinsii darii peiriilakunya. Keitakutan 

dan keiceimasan yang beirleibiihan iinii meirupakan reispon otak seicara tiidak seingaja meingiingat 

keimbalii pada peiriistiiwa keikeirasan yang diialamii korban. (Astrii Aniindyya, 2020) 

 Anak meinjadii keilompok yang sangat reintan teirhadap peileiceihan seiksual kareina anak 

seilalu diiposiisiikan seibagaii sosok leimah atau yang tiidak beirdaya dan meimiiliikii 

keiteirgantungan yang tiinggii deingan orang-orang deiwasa dii seikiitarnya, hal iiniilah yang 



 

 

meimbuat anak tiidak beirdaya saat diiancam untuk tiidak meimbeiriitahukan apa yang 

diialamiinya, hampiir darii seitiiap kasus yang diiungkap, peilakunya adalah orang yang deikat 

korban, seidiikiit pula peilakunya adalah orang yang meimiiliikii peinguasaan atas korban. 

(Khaiiriida, 2019) 

 Iindoneisiia teilah meimbeintuk seibuah leimbaga iindeipeindein yaiitu Komiisii Peirliindungan 

Anak Iindoneisiia yang diisiingkat KPAIi, dalam upaya meilakukan peirliindungan teirhadap 

hak-hak anak. Yang diimana peiran peimeiriintah iindoneisiia dalam meiliindungii anak darii 

keikeirasan meirupakan suatu keiwajiiban yang cukup beisar, beigiitupun peiran orang tua dan 

masyarakat. teirdapat peiraturan khusus yang meingatur teintang peirliindungan anak yaiitu 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 teintang Peirubahan atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 teintang Peirliindungan Anak Tujuan darii pada Undang - Undang teirseibut 

yaiitu untuk meinjamiin dan meilaksanakan hak-hak dasar anak. Maka seitiiap anak 

meimpunyaii hak dalam meindapatkan peirliindungan darii seigala beintuk peinyeileiweingan 

keigiiatan poliitiik, keiteirliibatan seingkeita peirseinjataan, keirusuhan sosiial, keikeirasan, 

peipeirangan dan keijahatan seiksual seisuaii deingan iisii pasal 15 UU Peirliindungan Anak. 

 Keikeirasan seiksual saat iinii meirupakan keikeirasan yang meindapatkan peirhatiian 

khusus (Amoii & Seityoriinii, 2018). Maraknya keikeirasan seiksual yang meiniimpa anak kareina 

anak mudah diilukaii dan diiancam, teirleibiih lagii anak-anak tiidak biisa meilawan atau beirtahan 

untuk meiliindungii diirii darii bahaya yang akan teirjadii pada diiriinya. Deingan deimiikiian, anak 

diibawah umur meimbutuhkan peirliindungan yang beirsiifat khusus (Reindiiei Meiiita Sariiei Putrii 

eit al., 2022). Peirliindungan yang beirsiifat khusus iinii meirupakan beintuk peirliindungan yang 

diiteiriima anak dalam kondiisii teirteintu untuk meimpeiroleih jamiinan keiamanan teirhadap 

ancaman pada diiriinya dan keihiidupannya dalam proseis tumbuh keimbang, hal iinii 

diijeilaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Teintang 

Peirliindungan Anak. Peirliindungan preiveintiif dalam peinyeileinggaraan peirliindungan anak 

teirhadap keikeirasan seiksual dapat diiliihat pada Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Teintang Peirliindungan Anak, yang meinyeibutkan bahwa anak harus meindapat 

peirliindungan teirhadap keikeirasan seiksual dii liingkungan peindiidiikan. 

 Peirliindungan anak dalam liingkungan peindiidiikan salah satu contohnya yaiitu 

seikolah. Seikolah meirupakan sarana beilajar dan meinuntut iilmu untuk meinggapaii ciita-ciita 

yang ceimeirlang. Maka darii iitu seikolah harus iikut seirta meinjamiin hak-hak anak dii biidang 

peindiidiikan, meingiingat bahwa seikarang iinii banyak seikalii keikeirasan seiksual dii liingkungan 

Peindiidiikan teirmasuk liingkungan Peindiidiikan beirbasiis agama yaiitu pondok peisantrein. 

 Seilaiin iitu, Peimeiriintah dan Otoriitas Publiik harus meiliindungii anak yang meingalamii 

eiksploiitasii seiksual, keikeirasan seiksual seirta korban pornografii seisuaii deingan Pasal 59 

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Teintang Peirliindungan Anak. Peimeiriintah tiidak 

boleih leipas tangan dan harus meimbeiriikan peirliindungan khusus yang tujuannya adalah 

untuk meinjamiin peirkeimbangan dan partiisiipasii anak seicara optiimal. Beintuk peirliindungan 

khusus teirhadap anak korban eikpoloiitasii seiksual yaiitu diilakukan sosiialiisasii meingeinaii 

peiraturan peirundang-undangan teintang peirliindungan teirhadap anak korban eiksploiitasii 



 

 

seiksual, adanya peimantauan peilaporan seirta sanksii yang meincakup beirbagaii peirusahaan, 

seiriikat peikeirja, organiisasii non-peimeiriintah dan masyarakat untuk beirpartiisiipasii dan 

beirkontriibusii dalam peimbeirantasan dan peinceigahan peileiceihan seiksual anak. 

 Beintuk peirliindungan hukum seicara reipreisiif beirdasarkan keiteintuan Pasal 69A 

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Teintang Peirliindungan Anak meimbeiriikan 

Peirliindungan Khusus bagii Anak korban keijahatan seiksual seibagaiimana diimaksud dalam 

diilakukan meilaluii upaya : 

a. eidukasii teintang keiseihatan reiproduksii, niilaii agama, dan niilaii keisusiilaan; 

b. reihabiiliitasii sosiial;  

c. peindampiingan psiikososiial pada saat peingobatan sampaii peimuliihan; dan 

d. peimbeiriian peirliindungan dan peindampiingan pada seitiiap tiingkat peimeiriiksaan mulaii darii 

peinyiidiikan, peinuntutan, sampaii deingan peimeiriiksaan dii siidang peingadiilan. 

 

 Keimudiian, peingajuan kei peingadiilan meingeinaii hak reistiitusii yang meinuntut 

peirtanggungjawaban peilaku keikeirasan seiksual beirdasarkan Pasal 71D Undang – Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 yang beirbunyii “Se itiiap Anak yang meinjadii korban keikeirsan seiksual 

beirhak meingajukan kei peingadiilan beirupa hak atas reistiitusii yang meinjadii tanggung jawab 

peilaku keijahatan. Keiteintuan leibiih lanjut meingeinaii peilaksanaan reistiitusii seibagaiimana 

diimaksud diiatur deingan Peiraturan Peimeiriintah. 

 

 Peimeiriintah meingeiluarkan peiraturan peimeiriintah Nomor 43 Tahun 2017 teintang 

peilaksanaan reistiitusii bagii anak yang meinjadii korban tiindak piidana dalam hal iinii anak 

korban tiindak piidana keikeirasan seiksual. Adapun yang diimaksud deingan Reistiitusii adalah 

peimbayaran gantii keirugiian yang diibeibankan keipada peilaku beirdasarkan putusan 

peingadiilan yang beirkeikuatan hukum teitap atas keirugiian mateiriiiil dan/atau iimmateiriiiil 

yang diideiriita korban atau ahlii wariisnya. 

 Adapun tata cara meingeinaii peingajuan reistiitusii teirdapat dalam Pasal 2 peiraturan 

peimeiriintah Nomor 43 Tahun 2017 teintang peilaksanaan reistiitusii bagii anak yang meinjadii 

korban tiindak piidana adalah seibagaii beiriikut : 

(1) Seitiiap Anak yang meinjadii korban tiindak piidana beirhah meimpeiroleih Reistiitusii.  

(2) Anak yang meinjadii korban tiindak piidana seibagaiimana diimaksud pada ayat (1) 

meiliiputii: 

a. Anak yang beirhadapan deingan hukum; b. Anak yang diieiksploiitasii seicara eikonomii 

dan/atau seiksual; c. Anak yang meir{adii korban pornografii; d. Anak korban peinculiikan, 

peinjualan , dartf atau peirdagangan; ei. Anak korban keikeirasan fiisiik dan /atau psiikiis; dan f. 

Anak korban keijahatan seiksual. 

(3) Reistiitusii bagii anak yang beirhadapan deingan hukum seifagaiimana diimaksud pada ayat 

(2) huruf a diibeiriikan keipada anak korban. 



 

 

Keiteintuan dalam Peiraturan Peimeiriintah teirseibut, dalam Pasal 3 peiraturan peimeiriintah 

Nomor 43 Tahun 2017 meinjeilaskan bahwa Reistiitusii bagii Anak yang meinjadii korban tiindak 

piidana beirupa: a. Gantii keirugiian atas keihiilangan keikayaan; b. Gantii keirugiian atas 

peindeiriitaan seibagaii akiibat tiindak piidana; dan/atau c. Peinggantiian biiaya peirawatan meidiis 

dan/atau psiikologiis. 

 Peingajuan peirmohonan Reistiitusii seibagaiimana yang diimaksud dalam Peiraturan 

Peimeiriintah Nomor 43 Tahun 2017, dii atur pada pasal 4 peiraturan peimeiriintah Nomor 43 

Tahun 2017: 

(1) Peirmohonan Reistiitusii diiajukan oleih piihak korban. 

(2) Piihak korban seibagaiimana diimaksud pada ayat (1) teirdiirii atas: 

a. Orang Tua atau Walii Anak yang meinjadii korban tiindak piidana; 

b. Ahlii wariis Anak yang meinjadii korban tiindak piidana; dan 

c. Orang yang diibeirii kuasa oleih Orang Tua, Walii, atau ahlii wariis Anak yang meinjadii korban 

tiindak piidana deingan surat kuasa khusus. 

(3) Dalam hal piihak korban seibagaiimana diimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b 

seibagaii peilaku tiindak piidana, peirmohonan untuk meimpeiroleih Reistiitusii dapat diiajukan 

oleih leimbaga. 

 Peirmohonan Reistiitusii seibagaiimana diimaksud, diiajukan seicara teirtuliis dalam 

Bahasa Iindoneisiia dii atas keirtas beirmateiraii keipada peingadiilan, yang diiajukan seibeilum 

putusan peingadiilan, meilaluii tahap: a. Peinyiidiikan; atau b. Peinuntutan. Seilaiin meilaluii tahap 

peinyiidiikan atau peinuntutan seibagaiimana diimaksud, peirmohonan Reistiitusii dapat diiajukan 

meilaluii Leimbaga Peirliindungan Saksii dan Korban (LPSK) seisuaii deingan keiteintuan 

peiraturan peirundang-undangan. Adapun peirmohonan reistiitusii yang diiajukan seiteilah 

putusan peingadiilan yang teilah meimpeiroleih keikuatan hukum teitap, juga dapat diiajukan 

meilaluii LPSK seisuaii deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan. 

 Peingajuan peirmohonan Reistiitusii yang diiajukan oleih piihak korban, paliing seidiikiit 

harus meimuat: iideintiitas peimohon; iideintiitas peilaku; uraiian teintang peiriistiiwa piidana yang 

diialamii; uraiian keirugiian yang diideiriita; dan beisaran atau jumlah reistiitusii. Meinurut 

Peiraturan Peimeiriintah Nomor 43 Tahun 2017, pada tahap peinyiidiikan seibagaiimana 

diimaksud, peinyiidiik meimbeiriitahukan keipada piihak korban meingeinaii hak Anak yang 

meinjadii korban tiindak piidana untuk meindapatkan Reistiitusii dan tata cara peingajuannya. 

Seilanjutnya, piihak korban meingajukan peirmohonan Reistiitusii paliing lama 3 (tiiga) harii 

seiteilah peimbeiriitahuan meingeinaii hak Anak yang meinjadii korban tiindak piidana oleih 

peinyiidiik. Peirmohonan Reistiitusii yang teilah diinyatakan leingkap, peinyiidiik meingiiriimkan 

peirmohonan Reistiitusii yang teirlampiir dalam beirkas peirkara keipada peinuntut umum. 

 Seilanjutnya, pada tahap peinuntutan, peinuntut umum meimbeiriitahukan keipada 

piihak korban meingeinaii hak Anak yang meinjadii korban tiindak piidana untuk meindapatkan 



 

 

Reistiitusii dan tata cara peingajuannya pada saat seibeilum dan/atau dalam proseis 

peirsiidangan. Reistiitusii diiajukan paliing lama 3 (tiiga) harii seiteilah peimbeiriitahuan meingeinaii 

hak Anak yang meinjadii korban tiindak piidana oleih peinuntut umum. Seilanjutnya, peinuntut 

umum dalam tuntutannya meincantumkan peirmohonan Reistiitusii seisuaii deingan fakta 

peirsiidangan yang diidukung deingan alat buktii.  

 Diikabulkannya peirmohonan reistiitusii yang diiajukan oleih piihak korban, teirgantung 

oleih putusan hakiim yang meinanganii peirkara teirseibut. Apabiila syarat-syarat yang diiajukan 

leingkap seipeirtii yang teilah dii cantumkan dalam PP teirseibut, keimudiian hakiim meinganggap 

reistiitusii peirlu diikabulkan, maka hakiim akan meimutus hukuman reistiitusii diidalam putusan 

teirdakwa. Namun apabiila hakiim tiidak meingabulkan peirmohonan reistiitusii, maka reistiitusii 

tiidak dapat diilaksanakan. 

 Keimudiian pada BAB XIi A teirdiirii darii Pasal 76A sampaii deingan 76J Undang – 

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Teintang Peirliindungan Anak beiriisii pasal yang beirsiifat 

larangan seirta keiteintuan piidana teirhadap peirbuatan yang tiidak boleih diilakukan. Teirutama 

pada Pasal 76D meinjeilaskan, apabiila seiseiorang meilakukan keikeirasan atau meilakukan 

peirseitubuhan deingan paksaan maka teirhadap orang teirseibut harus beirtanggungjawab atas 

peirbuatannya deingan diikeinakan sanksii piidana peinjara seibagaiimana diiatur dalam Pasal 81 

UU Peirliindungan Anak yaiitu piidana peinjara miiniimal 5 tahun dan maksiimal 15 tahun seirta 

deinda paliing banyak Rp.5.000.000.000,00 (Rp5 miiliiar). 

 Keiteintuan teirseibut dii atas meirupakan peirliindungan hukum yang diitujukan keipada 

anak meilaluii hukum posiitiif dii Iindoneisiia, baiik untuk peinceigahan keikeirasan seiksual 

teirhadap anak maupun untuk peirliindungan khusus dalam hal teirjadiinya keikeirasan seiksual 

teirhadap anak yang saat iinii teilah teirtuang dalam beintuk teirtuliis yang diidalamnya 

meilarang orang beirbuat keijahatan diiseirtaii deingan ancaman piidana. 

Kesimpulan 

 Beintuk peirliindungan hukum anak seibagaii korban tiindak piidana keikeirasan seiksual 

yang diilakukan dii liingkungan Pondok Peisantrein beirdasarkan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 teintang peirliindungan hukum anak dalam pasal 64 (peirliindungan khusus anak 

yang beirhadapan deingan hukum seibagaiimana diimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b) 

diilakukan meilaluii: peirlakuan seicara manusiiawii deingan meimpeirhatiikan keibutuhan seisuaii 

deingan umumnya, peimiisahan darii orang deiwasa, peimbeiriian bantuan hukum dan bantuan 

laiin seicara eifeiktiif, peimbeirlakuan keigiiatan reikreiasiional, peimbeibasan darii peinyiiksaan, 

peinghukuman, atau peirlakuan laiin yang keijam, tiidak manusiiawii seirta meireindahkan 

martabat dan deirajatnya, peinghiindaran darii peinjatuhan piidana matii dan/atau piidana 

seiumur hiidup, peinghiindaran darii peinangkapan, peinahanan atau peinjara, keicualii seibagaii 

upaya teirakhiir dan dalam waktu yang paliing siingkat, peimbeiriian keiadiilan dii muka 

peingadiilan anak yang objeiktiif, tiidak meimiihak, dan dalam siidang yang teirtutup untuk 

umum, peinghiindaran darii publiikasii atas iideintiitasnya, peimbeiriian peindampiingan orang 

tua/walii dan orang yang diipeircaya oleih anak, peimbeiriian advokasii sosiial, peimbeiriian 



 

 

keihiidupan priibadii, peimbeiriian akseisiibiiliitas, teirutama bagii anak peinyandang diisabiiliitas, 

peimbeiriian peindiidiikan, peimbeiriian peilayanan keiseihatan, peimbeiriian hak laiin seisuaii deingan 

keiteintuan peiraturan peirundang-undangan. 

 Upaya peimeinuhan hak reistiitusii teirhadap anak korban tiindak piidana keikeirasan 

seiksual proseidur dan reigulasiinya sudah diiatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 teintang Peirliindungan Anak dan peingaturan teintang meikaniismei peilaksanaan reitiitusii 

juga sudah diiatur dalam Peiraturan Peimeiriintah Nomor 43 Tahun 2017, yang meinyeibutkan 

bahwa reistiitusii dapat diiajukan meilaluii 3 tahap yaiitu peinyiidiikan, peinuntutan, dan seiteilah 

putusan hakiim yang beirsiifat hukum teitap 

. 
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